
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang 
Undang Nornor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil 
di Djawa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Mengingat 

bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan 
keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Pekalongan ten tang Pedoman Penatausahaan 
Keuangan Daerah Kota Pekalongan; 

Menimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 
- DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PEDOMAN PENATAUSAHMN KEUANGAN DAERAH 

KOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 11 TAHUN 2017 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

. ~ 
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PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAE;RAH KOTA 
PEKALONGAN. 

MEMUTUSKAN: 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Serta Penyampaiannya; 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

Mcnetapkan 

Memperhatikan 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Tahun anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 
1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah 
Badan Keuangan Daerah. 

11. Pemegang Kekuasaan Penge1olaan Keuangan Daerah adalah kepala 
daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum dacrah, 
dalam hal ini adalah Badan Keuangan Oaerah. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
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PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

15. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas BUD. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
SKPD. 

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPKD. 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, rnenyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

25. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

26. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa Iaporan keuangan, 

27. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pcngguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
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untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota yang dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kegiatan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan 
APBD sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai kebutuhan. 

29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 

31. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu 
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional, 

32. Urusan Pernerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan rnengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

33. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan surnber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan misi SKPD. 

34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia], barang modal terrnasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk menghasilkan 
keluaran/output dalam bentuk barang/jasa. 

35. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

36. Keluaran (outpuq adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
dan tujuan program dan kebijakan. 

37. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

38. Kas Um\.\m Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pernegang kekuasaan umum 
pengelolaan keuangan daerah. 

39. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
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adalah rekcning tempat menyimpan uang dacrah yang ditentukan 
oleh Walikota untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan 
mernbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

40. Penerimaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke rekening kas umum 
daerah. 

41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas 
umum daerah. 

42. Pendapatan Daerah adalah hak pcmerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

43. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah suatu 
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemcrintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah, 
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran, 

49. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kernbali. 

50. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

51. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

52. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

53. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manraar sosial dan/ atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kernampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

44. 

-- 45. 

- 46. 

47. 



54. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Bcndahara Umum Daerah. 

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh PA. 

56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang sclanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen 
yang mernuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA. 

57. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendana.i 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

58. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

59. Surat Permintaan Pernbayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

60. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kernbali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

61. SPP Gariti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pcmbayaran langsung. 

62. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pernbayaran langsung dan uang persediaan. 

63. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pcrmintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pernbayaran 
tcrtentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

65. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang sclanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 
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Pasal 3 
( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
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Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 
(1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah 
Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Walikota 
melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD; 
c. Kepala SKPD selaku PA; dan 
d. Kepala Pelaksana BPBD selaku PA. 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB II 
KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 

66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk roengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan. 

67. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

68. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM 
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

70. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan 
tugas jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan 
pelatihan/kursus, kunjungan ke luar daerah/luar negeri, 
menunaikan ibadah haji, sakit, cuti atau alasan lain yang sejenis. 
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Pasal4 
(l) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
d. melaksanakan fungsi BUD; 
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Walikota. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkaitan 
dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun 
kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] mempunyai tugas koordinasi di 
bidang: 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 

daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
e. tugas-tugas perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas 

keuangan daerah; dan 
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 
a. memimpin TAPD; 
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA·SKPD; 

dan 
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
Walikota. 

(4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota. 
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Pasal 5 
(l) Kepala Sadan Keuangan Daerah selaku BUD menunjuk Kepala 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai Kuasa BUD. 
(2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dAn/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
f. rnengusahakan dan mengatur dana yang dtperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
g. menyimpan uang daerah; 

(2) Kepala Sadan Keuangan Daerah selaku PPKD bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

(3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA/DPPA/DPAL-SKPD, DPA/DPPA/DPPAL· 

SKPKD dan RBA BLUD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. rnemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan SPD; 
g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ a tau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
1. menyimpan uang daerah; 
j. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi; 
k. melakukan pembayaran berdasarkan perrnintaan PA/KPA atas 

beban RKUD; 
I. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama Pemerintah Daerah; 
m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 
n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
o. melakukan penagihan piutang daerah; 
p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
r. melaksanakan kebijakan penatausahaan dan penghapusan 

barang milik daerah. 



Pasal 7 
(1) Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab 

atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan 
11 

Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

Pasal 6 
(1) Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kepala Badan Keuangan 

Daerah selaku PPKD. 
(2) Kepala Sadan Keuangan Daerah selaku PPKD dapat melimpahkan 

sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang Anggaran, Kepala 
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi 
dan Pelaporan, Kepala Bidang Aset, Kepala Bidang Pendataan dan 
Penetapan, dan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan untuk 
rnelaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 
a. Kepala Bidang Anggaran menyusun rancangan APBD dan 

rancangan Perubahan APBD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman 
dan pemberian jarninan atas nama Pemerintah Daerah, serta 
menyajikan informasi keuangan daerah; 

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melakukan 
pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan sistern 
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan menyajikan 
informasi keuangan daerah; 

d. Kepala Bidang Aset melaksanakan kebijakan dan menyusun 
pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 

e. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, dan Kepala Bidang 
Penagihan dan Pemeriksaan melaksanakan pemungutan pajak 
daerah. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada 
Sadan Keuangan Daerah dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran 
SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD. 

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 
rnenatausahakan investasi daerah; 

1. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas 
beban rekening kas umum daerah; 

J· rnelaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 
daerah; 

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
I. melakukan penagihan piutang daerah; dan 
m. memotong IWP, Taperum PNS dan pajak-pajak pihak ketiga serta 

menyetorkannya ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
BUD. 



Pasal 10 
(1) Pengajuan pernbayaran prestasi pekerjaan pengadaan Barang/Jasa 
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Pasal9 
PPKom menetapkan akhir masa kontrak dengan memperhatikan batas 
akhir pengajuan pembayaran pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling 
lambat 3 (ti2a) hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

Pasal 8 
Ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang 
dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

(2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA SKPD; 
b. menyusun DPA SKPD/DPPA SKPD/DPAL SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
g. melaksanakan pemungutan penerirnaan bukan pajak; 
h. menandatangani SPM; 
1. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 
J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
I. mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah 

diverifikasi PPK-SKPO; 
m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
n. melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Walikota; 
(3) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. 
(4) Apabila kepala SKPD selaku PA berhalangan sementara, SKPD 

melaporkan kepada Walikota agar menunjuk pejabat sementara yang 
diberi kewenangan sebagai kepala SKPD. 

(5) Berdasarkan SK pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), SKPD mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk 
diterbitkan SK PA. 

- 
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Pasal 11 
(1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnana tersebut pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang 
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali 
dan pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

be ban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. menandatangani SPM; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
g. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya; 
h. menyusun dan menyampaikan Iaporan keuangan unit kerja yang 

dipimpinnya kepada PA; dan 
i. melaksanakan tugas-rugas KPA lainnya dan bertanggung jawab 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh PA. 
(5) Pejabat yang diusulkan/ditunjuk sebagai KPA adalah Kepala Bagian 

pada Sekretariat Daerah, Lurah pada Kecamatan dan Kepala BLUD 
Unit Kerja. 

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada PA. 

(7) Apabila kepala unit kerja selaku KPA berhalangan sernentara, kepala 
SKPD melaporkan kepada Walikota agar menunjuk pejabat 
sementara yang diberi kewenangan sebagai kepala unit kerja. 

(8) Berdasarkan SK pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), kepala SKPD mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk 
diterbitkan SK KPA. 

Bagian Kelima 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pemerintah dan/atau pengajuan ganti uang paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah tanggal bukti pembayaran belanja dan/atau Berita 
Acara Serah Terima I ditandatangani. 

(2) Batas akhir pengajuan pembayaran sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) tidak melewati 3 (tiga) hari kerja sebelum tahun anggaran 
berkenaan berakhir. 
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Pasal 13 
(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran 

yang dirnuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai 
PPK-SKPD. 

(2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagal PPK-SKPD adalah: 
a. Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat; 
b. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan; 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Pasal 12 
(I) PA dan KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat 

menunjuk Pejabat Eselon III, Eselon IV atau staf yang berkompeten 
selaku PPTK, yang selanjutnya ditetapkan dengan SK PA/KPA. 

(2) Penunjukkan pejabat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, 
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan 
objektif lainnya. 

(3) PPTK yang ditunjuk oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. 

(4) PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dirnaksud -pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

(5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan 
maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan 
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 

d. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat 
kegiatan yang dikendalikannya; 

e. membantu PPKom dalam proses pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

f. menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan belanja; dan 
g. menyampaikan laporan basil pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

kepada PA/KPA melalui Pengurus Barang Pengguna/Pengurus 
Barang Pembantu. 

(6) Apabila PPTK berhalangan sernentara selama 1 [satu] bulan atau 
lebih, PPK melaporkan kepada PA/KPA agar menunjuk pejabat 
sementara yang diberi kewenangan sebagai PPTK, yang selanjutnya 
ditetapkan dengan SK PA/KPA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 



Pasal 14 
(1) Dalarn rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggarsn 

yang dimuat dalam DPA-SKPKD, Kepala SKPKD menetapkan pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai 
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c. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD; 
d. Sekretaris Camat pada Kecamatan; 
e. Kasubbag. Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; 
f. Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor; 
g. Kasubbag. Tata Usaha pada BPBD. 

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai KPA, pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, 
dan/atau PPTK. 

(4) PPK-SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai tugas: 
a. meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
b. melakukan verifikasi SPP; 
c. menyiapkan SPM; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; 
e. menyiapkan laporan keuangan SKPD; 
f. melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

g. melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi keuangan dengan 
laporan hasil pengadaan barang/ jasa antara PPTK, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus 
Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu; dan 

h. melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan 
daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD. 

(5) Pelaksanaan verifikasi atas SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf f, dilakukan dengan cara: 
a. meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti 

penerimaan/pengeluaran yang dilampirkan: 
b. menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan/pengeluaran 

per rincian obyek; dan 
c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran. 

(6) PPK-SKPD mengajukan Laporan SPJ yang telah diverifikasi kepada 
PA/KPA untuk disahkan. 

(7) Apabila PPK-SKPD berhalangan sementara 1 (satu) bulan atau lebih, 
PA menunjuk pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai 
PPK, yang selanjutnya ditetapkan dengan SK PA. 

(8) Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (7) minimal pejabat Eselon IV. 

(9) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d ditunjuk sebagai PA, maka fungsi PPK 
SKPD dilimpahkan kepada pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam ayat (8). 



Pasal 15 
(1) \Valikota atas usu! Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menetapkan 

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pada SKPD dan SKPKD. 

(2) Staf yang diusulkan dan ditetapkan sebagai bendahara adalah : 
a. PNS yang berkompeten; 
b. pernah mengikuti bintek/pelatihan/memaharni tentang 

penatausahaan keuangan daerah; 
(3) Pejabat struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara. 
(4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik 
secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan 
kegiatari perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa 
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjuaJan, 
serta membuka rekening/giro pos, atau menyirnpan uang yang 
dikelola pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 
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Bagian Kedelapan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

PPK-SKPKD. 
(2) Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK-SKPKD adalah Sekretaris pada 

Badan Keuangan Daerah. 
(3) Dalam hal pejabat sebagairnana dimaksud dalarn ayat (2) ditunjuk 

sebagai PA, maka fungsi PPK-SKPKO dilimpahkan kepada pejabat 
lainnya ex-officio PPK Badan Keuangan Daerah. 

(4) PPK-SKPKD tidak boleh merangkap sebagai KPA, pejabat yang 
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, 
bendahara, dan/atau PPTK. 

(5) PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran SKPKD; 
b. melakukan verifikasi SPP; 
c. menyiapkan SPM; 
d. menyiapkan laporan keuangan SKPKD; 
e. melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPKD;dan 
f. mengkoordinasikan penatausahaan piutang pajak daerah, 

(6) Pelaksanaan verifikasi atas SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf e, dilakukan dengan cara: 
a. meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti 

penerimaan/ pengeluaran yang dilampirkan; 
b. menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan/pengeluaran 

per rincian obyek; dan 
c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran. 
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Pasal 17 
(1) Bendahara Penerimaan SKPKD mempunyai tugas menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah yang bersumber 
dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang langsung 
dieetor ke Kas Daerah, dana perirnbangan, lain-Jain pendapatan 
daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
Bendahara Perierimaan SKPKD berwenang: 

Pasal 16 
(1) Pada SKPD hanya terdapat l (satu) Bendahara Penerimaan. 
(2) Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Bendahara Penerimaan SKPD berwenang: 
a. meneriroa penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 
b. menyimpan seluruh penerimaan; 
c. menyetorkan penerimaan yang diterima ke Rekening Kas Umum 

Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor 
rekening 1-007-00009-1 paling lambat 1 (satu) hari kerja 
berikutnya; dan 

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
melalui bank. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dapat 
dibantu oleh kasir penerima uang dan pencatat pembukuan sebagai 
Pernbantu Bendahara Penerimaan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

pribadi. 
(5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD. 

(6) Apabila Bendahara berhalangan sementara sampai dengan 2 (dua) 
minggu, PPK melaporkan kepada PA/KPA agar menunjuk pejabat 
sementara yang diberi kewenangan sebagai Bendahara. 

(7) Berdasarkan SK pejabat sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), kepala SKPD mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk 
diterbitkan SK Bendahara, 

(8) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
dirunjuk agar berkoordinasi dengan Bank Jateng dalam ha! proses 
perubahan spesimen tabungan Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. 



Pasal 18 
(1) Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran. 
(2) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Bendahara Pengeluaran berwenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP-LS; 
b. menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 

disampaikan oleh PPTK; 
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh 

PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 
dan/atautidaklengkap;dan 

g. menerima dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban yang 
dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 
maka KPA mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan sebagian 
tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD. 

(5) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ayat (4) 
adalah setiap KPA ditunjuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 

(6) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu berwenang: 
a. mengajukan perrnintaan pernbayaran menggunakan SPP 
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a. menerima penerimaan yang bersurnber dari pajak daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah yang langsung disetor ke Kas 
Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; 

b. menyimpan seluruh penerimaan; 
c. menyetorkan penerimaan yang diterima ke RKUD pada PT. Bank 

Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 1-007-00009- 
1 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; 

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
melalui bank. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan SKPKD dapat 
dibantu oleh kasir penerima uang dan pencatat pembukuan sebagai 
Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD yang ditetapkan oleh 
Kepala SKPKD. 
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Pasal 20 
(1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA 
dan rencana penarikan dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan 
tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang telah diperkirakan. 

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (DPA-SKPKD) merupakan dokumen yang mernuat: 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD (DPA-SKPKD), Anggaran Kas dan 
Surat Penyediaan Dana (SPD) 

BAB Ill 
PELAKSANAAN APBD 

Pasal 19 
(1) Bendahara Pengeluaran SKPKD mempunyai tugas menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran SKPKD dalam 
rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Pelaksanaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak 
terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui 
mekanisrne SPP·LS PPKD. 

(3) Bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan 
melalui mekanisme tambah uang (TU). 

UP/GU/TU dan SPP-LS; 
b, menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 

diberikan oleh PPTK; dan 
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh 

PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 
dan/ a tau tidak lengkap. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dapat dibantu oleh kasir pengeluaran dan 
verifikator daftar gaji sebagai Pembantu Bendahara 
Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu. 



Pasal 21 
(1) SKPD dapat mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. 
(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kriteria sekurang-kurangnya: 
a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan konstruksi untuk menghasilkan 
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 
(dua belas) bulan; atau 

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya 
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti 
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis 
laut/udara, makanan dan obat di rurnah sakit, layanan 
pembuangan sarnpah, pengadaan jasa cleaning service, sewa 
kendaraan operasional dan kegiatan lain yang sifatnya rutin 
setiap tahun ada. 

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada 
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a. pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja 
tidak terduga; dan 

c. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan 
Keuangan Daerah selaku SKPKD. 

(3) Mekanisme penyusunan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD sebagai berikut: 
a. PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar 

menyusun dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA 
SKPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah 
tentang APBD ditetapkan; 

b. SKPD dan PPKD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA 
SKPKD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pemberitahuan; 

c. TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD dan 
DPA-SKPKD bersama-sama kepala SKPD paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang 
penjabaran APBD; 

d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan 
rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah; 

e. DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang telah disahkan disampaikan 
kepada kepala SKPD, Inspektorat, dan Sadan Pemeriksa 
Keuangan; 

f. DPA yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran. 



Pasal 24 
(1) Pendapatan daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan. 

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
semua penerimaan uang melalui rekening kas urnum daerah, yang 
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Bagian Kedua 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Pasa123 
(1) Setelah penetapan Anggaran Kas, Kepala Badan Keuangan Daerah 

menerbitkan SPD untuk masing-masing SKPD dan untuk SKPKD. 
(2) SPD Belanja Langsung disusun: 

a. pada awal Semester I dan Semester II; 
b. apabila ada pergeseran anggaran; dan 
c. disesuaikan setelah rancangan perubahan APBD ditetapkan. 

(3) SPD Belanja Tidak Langsung disusun satu tahun dan disesuaikan 
setelah rancangan perubahan APBD ditetapkan. 

Pasal 22 
Mekanisme penyusunan anggaran kas sebagai berikut: 
a. Berdasarkan rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD, SKPD dan 

PPKD menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD dan Anggaran Kas 
SKPKD; 

b. SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan Anggaran 
Kas SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pemberitahuan; 

c. TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD dan 
rancangan Anggaran Kas. SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD 
paling lama 15 [lima belas] hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran APBD; 

d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD menyusun rancangen 
Anggaran Kas SKPD dan Anggaran Kas SKPKD menjadi Anggaran Kas 
Pemerintah Daerah. 

ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam 
nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan bPRD yang 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota 
kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana 
pelaksanaan kegiatan tahun jarnak. 

(4) Nota kesepakatan tersebut sekurang-kurangnya memuat narna 
kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran dan 
alokasi anggaran per tahun. 

(5) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan 
Kepala Daerah berakhir. 
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Pasal 26 
Kornisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau 
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 
lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pasal 25 
(1) Uang milik Daerah yang dikelola oleh BUD, yang menurut 

perhitungan dalam kurun waktu tertentu belurn digunakan, dapat 
didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan 

daerah. 
(2) Sunga deposito dan jasa giro atas penempatan uang daerah pada 

bank umum merupakan pendapatan daerah, dan harus disetor ke 
RKUD pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor 
rekening 1-007 -00009-1. 

menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun 
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 

(3) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima 
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau 
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya. 

(5) SKPD pengelola pendapatan dilarang menggunakan secara langsung 
pendapatan yang diterima untuk membiayai pengeluaran 
pengeluaran, kecuali SKPD yang menerapkan PPK-BLUD. 

(6) Semua penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan 
harus dimasukkan dalarn APBD dan dilaksanakan melalui RKUD 
pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 1- 
007-00009-1 dengan ketentuan: 
a. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah; 
b.. penerimaan SKPD harus disetorkan ke RKUD pada PT. Bank 

Jateng Cabang Pekalongan paling larnbat 1 (satu) hari kerja 
terhitung sejak pendapatan diterima; 

c. dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPKD 
dapat membuka rekening tampungan guna mempermudah 
administrasi, untuk kemudian disetorkan/ dipindahbukukan ke 
RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

(7) SKPD pengelola pendapatan setiap bulan menyampaikan Iaporan SPJ 
Fungsional Bendahara Penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah 
Kota Pekalongan selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya- 
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Pasal 30 
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 29 
(1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 

tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 
(2) Semua pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan 
melalui RKUD yang ditempatkan pada PT. Bank Jateng. 

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang rnenjadi dasar pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material 
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dirnaksud. 

(4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika 
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia 
dalam APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(6) Kriteria keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada ayat (5) diatur 
pada Peraturan Daerah tentang APBD. 

(7) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD. 

(8) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak 
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Pasal 28 
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 

membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. 

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun 
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 
harus didukung dengan bukti yang Iengkap dan sah. 

Pasal 27 
(1) Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan diakui sebagai 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada SKPKD. 
(2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor 

langsung ke Kas Daerah dan tidak mengurangi jumlah pembayaran 
atas pekerjaan. 



Pasal32 
(1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan 

keuangan kepada partai politik didasarkan pada DPA-SKPKD. 
(2) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dan 

bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
APBD. 

(3) Penyaluran dan/atau penyerahan belanja hibah, bantuan sosial dan 
bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada daftar 
penerima belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 
kepada partai politik yang tercanrum dalam Keputusan Walikota 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), kecuali bantuan sosial kepada 
individu dan/ a tau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari 
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat dari 
pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota/Wakil 
Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait, 

(5) Penyaluran belanja hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersama oleh Walikota/Kepala SKPD/Kepala unit 
kerja dan penerima hibah, dilengkapi dengan Pakta lntegritas, Bukti 
Pengeluaran Kas (A2) dan kuitansi bukti penerimaan, sedangkan 
penyaluran dana bantuan sosial dilengkapi dengan Pakta Integritas, 
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Pasal 31 
(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam lernbaran daerah. 

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terrnasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib. 

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-rnenerus dan 
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalarn tahun anggaran yang 
bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 
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Pasal 34 
(l) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang 

dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, 
penanggulangan bencana alarn dan/atau bencana sosial, termasuk 
pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya 
yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang 
belurn tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan 
dimaksud ditetapkan. 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) dapat menggunakan 
belanja tidak terduga. 

(1) Pengembalian belanja atas: 
a. temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas tahun sebelumnya; 
b. pengembalian belanja tahun sebelumnya 
diperlakukan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah pada SKPKD. 

(2) Pengembalian belanja tahun berjalan diperlakukan sebagai 
pengurang belanja tahun berjalan pada SKPD bersangkutan. 

)· 
Pasa133 

Bukti Pengeluaran Kas (A2) dan kuitansi bukti penerimaan. 
(6) Pencairan bantuan keuangan partai politik didasarkan atas hasil 

verifikasi kelengkapan administrasi dan surat permohonan pencairan 
dari SKPD terkait. 

(7) Penerima dana hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan 
laporan penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Badan 
Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan tembusan kepada Kepala 
Unit Kerja/SKPD yang membidangi paling larnbat 3 (tiga) bulan 
setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(8) Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan 
yang bersumber dari dana bantuan keuangan APBD secara berkala l 
(satu) tahun sekali kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

(9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi 
pemberian hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Walikota tersendiri. 

(10) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai 
politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 



Pasal36 
(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya {SiLPA) 

merupakan pembiayaan dari komponen kelebihan target, sisa 
anggaran tahun lalu, kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung 
dan kewajiban lainnya yang sarnpai dengan akhir tahun anggaran 
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Paragraf l 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 35 
(l) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 

wajib pungut/wajib potong pajak penghasilan {PPh) dan pajak 
lainnya {PPN), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos 
giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 
wajib pungut pajak restoran atas belanja makanan dan minuman 
yang dibiayai dari APBD wajib rnenyetorkan seluruh penerirnaan 
potongan pajak restoran yang dipungutnya ke rekening umum kas 
daerah rnelalui Bendahara Penerimaan SKPKD. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) terrnasuk 
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

(4) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 29 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalarn RKA 
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, 

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja 
tidak terduga. 

(6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan 
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sernentara. 

(7) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban 
belanja tidak terduga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 
tersendiri. 



Pasal 38 
(1) Pemerintah Kota Pekalongan dapat mernbentuk dana cadangan guna 

mendanai program dan kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalarn satu tahun anggaran 
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan. 

(2) Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas pcnerimaan 
daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan 
penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran 
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Paragraf 2 
Dana Cadangan 

Pasal 37 
(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat 

(2) huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali 
oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyarnpaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan Iisik dan non-fisik 
maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan 
Desember tahun anggaran berjalan. 

(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih 
dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: 
a. Sisa DPA-SKPD yang belum cliterbitkan SPD dan/atau belurn 

diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; 
b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau 
c. SP2D yang belum diuangkan. 

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan 
penyelesaian pembayaran. 

(5) Pekerjaan yang dapat clilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi 
kriteria: 
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun 

anggaran berkenaan; dan 
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena 

kelalaian PA atau rekanan, namun akibat dari force major. 

belum diselesaikan. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 

langsung; 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 



Pasal 41 
(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan 
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Pasal40 
(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 
(2) PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan rnelakukan penatausahaan 

atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang rnenjadi tanggung 
jawab SKPD. 

(3) PPK-SKPKD, Bendahara Penerirnaan SKPKD dan Kepala Bidang yang 
menangani pajak daerah di Sadan Keuangan Daerah melakukan 
penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang 
menjadi tanggungjawab SKPKD. 

Paragraf4 
Piutang Daerah 

Pasal 39 
(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening 

penyertaan modal (investasi) daerah. 
(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada 

rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi 
modal). 

Paragraf 3 
Investasi 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dana Cadangan ditempatkan dalarn bentuk deposito dengan nama 

deposito dana cadangan yang diternpatkan pada Bank Umum yang 
sehat. 

(4) Pendapatan bunga atas penempatan deposito dana cadangan dicatat 
sebagai Penerimaan Bunga Dana Cadangan pada akun pendapatan. 

(5) Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) selanjutnya dicatat menambah jumlah dana cadangan. 

(6) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu 
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. 

(7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kepala Badan 
Keuangan Daerah. 

(8) Dalam ha! program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, 
maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana 
cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(9) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana 
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan 
kegiatan lainnya, 



Pasal 43 
(1) Pergeseran anggaran belanja dan anggaran kas sedapat mungkin 

dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan anggaran dan 
pelaksanaannya. 

(2) Pergeseran anggaran belanja dan anggaran kas sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila: 
a. terdapat perubahan pada sub rincian 

belanja/volume/satuan/harga satuan yang telah ditetapkan 
dalam DPA·SKPKD dan/atau DPA·SKPD; 

b. terdapat perubahan akun rincian obyek belanja dan/atau 
anggaran kas pada akun obyek belanja yang telah ditetapkan 
dalam DPA·SKPKD dan/atau DPA-SKPD; 

c. terjadi perubahan peraturan/kebijakan yang mendasari 
pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat ditunda. 

(3) Perubahan dan pergeseran anggaran belanja dan anggaran kas 

meliputi: 
a. perubahan sub rincian objek belanja pada rincian objek belanja 

berkenaan; 
b. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objck belanja 

berkenaan; 
c. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; 
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Bagian Ke!ima 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 42 
(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan 

dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang 
cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan 
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

{3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh: 
a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lirna 

milyar rupiah). 
b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 

S.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan 
piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan 
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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dan 
d. perubahan anggaran kas antar semester pada satu kegiatan. 

(4) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek 
berkenaan dilakukan dengan cara: 
a. PPTK mengajukan usulan pergeseran sub rincian objek kepada 

PA dengan disertai alasan yang mendasari dilakukannya 
pergeseranj'perubahan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Pergeseran dimaksud tidak merubah pagu belanja pada rincian 
objek belanja berkenaan; 

c. PA memberikan persetujuan dan memberitahukan secara tertulis 
kepada Kepala Badan Keuangan Daerah. 

(5) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
dilakukan dengan cara: 
a. PA/KPA mengajukan usulan pergeseran rincian objek kepada 

Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku 
PPKD dengan disertai alasan yang mendasari dilakukannya 
pergeseran/perubahan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Pergeseran anggaran dimaksud tidak merubah pagu belanja pada 
objek belanja berkenaan; 

c. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menerbitkan surat 
persetujuan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 

(6) Pergeseran an tar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan 
cara: 
a. PA/KPA mengajukan usulan pergeseran objek belanja kepada 

Sekretaris Daerah dengan ternbusan Kepala Badan Keuangan 
Daerah selaku PPKD dengan disertai alasan yang mendasari 
dilakukannya pergeseran/perubahan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Pergeseran dimaksud tidak merubah pagu belanja pada jenis 
belanja berkenaan; 

c. Sekretaris Daerah menerbitkan surat persetujuan sebagai dasar 
pelaksanaan pergeseran anggaran. 

(7) Kepala SKPD dapat mengajukan pergeseran anggaran kas kepada 
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD. Atas dasar usulan 
pergeseran anggaran kas, BUD melakukan perubahan SPD. 

(8) Pergeseran anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan 
anggaran kas rnaka pennohonan anggaran kas dilakukan sekaligus 
ketika melakukan pennohonan pergeseran anggaran belanja, 

(9) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
huruf b dan c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran APBD. 

(10) Pergeseran anggaran belanja sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) 
selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD. 
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Pasal 46 
(1) Pengelolaan kas non anggaran merupakan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah. 

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. potongan !WP; 
b. potongan BPJS; 
c. potongan PPh; 
d. potongan PPN; dan 
e. potongan Taperum. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. penyetoran IWP; 

Paragraf 2 
Pengelolaan Kas Non Anggaran 

Pasal 45 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan operasional SKPD, maka diberikan 

uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

(2) Untuk menampung dana yang berasal dari SP2D, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuka 
rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan. 

(3) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak 
diperbolehkan membuka rekening untuk tujuan pelaksanaan APBD 
dengan atas narna pribadi. 

(4) Rekening tabungan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 44 
(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 
(2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sadan Keuangan Daerah selaku BUD mernbuka Rekening Kas 
Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Ca bang Pekalongan. 

(3) Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan 
diberitahukan kepada DPRD. 

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Kepala Sadan Keuangan Daerah 
selaku BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau 
penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ~. 

Paragraf 1 
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Kas 
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Pasal 48 
(1) Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

(2) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan SKPD dalam 
menatausahakan penerimaan mencakup: 
a. Buku Kas Umum (BKU); 
b. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan; dan 
c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. 

(3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: 

Bagian Kedua 
Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPD 

Pasal 47 
(1) PA atau KPA, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau 

badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan 
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang rnenjadi dasar penerimaan 
dan/ a tau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab 
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

(3) Penatausahaan keuangan menggunakan sistem aplikasi keuangan 
daerah. 

Bagian Kesatu 
Azas Umum Penatausahaan Keuangan 

~. 

BAB IV 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

b. penyetoran BPJS; 
c. penyetoran PPh; 
d. penyetoran PPN; dan 
e. penyetoran Taperum. 

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan 
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga. 

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan 
sebagai pengeluaran pihak ketiga. 

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas 
aktivitas non anggaran (transitoris). 

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 



Pasal 51 
(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran 
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Paragraf 1 
Permintaan Pembayaran 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran SKPD 

Pasal 50 
(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada PT. 

Bank Jateng dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota 
kredit. 

(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umurn daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau 

kantor pos oleh pihak ketiga; atau 
c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga, 

Pasal 49 
(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 

secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 
(lima) bulan berikutnya. 

(2) Bendahara Peherimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah selaku BUD paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(3) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD melakukan verifikasi, 
evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional 
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

(5) Pertanggungjawaban administratif/fungsional bulan Desember tahun 
anggaran berkenaan disampaikan paling lambat hari kerja terakhir 
bulan Desember. 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 
b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 
c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB; 
d. Surat Tanda Setoran (STS); 
e. Surat tanda bukti pembayaran; dan 
f. Bukti penerimaan lainnya yang sah. 



Pasal 53 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam 
rangka pengisian uang persediaan. 

(2) Pada awal tahun anggaran, setelah Surat Keputusan Penunjukan 
Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan oleh 
Walikota dan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) kepada PA/KPA melalui 
PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. 

(3) Ketentuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

berikut: 
a. besaran uang persediaan SKPD/unit kerja ditetapkan dengan 

Peraturan Wa.likota; 
b. uang persediaan diberikan sekali dalarn setahun; 
c. uang persediaan digunakan untuk keperluan pengeluaran sehari 

hari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara 
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Pasal 52 
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. 
(2) Berdasarkan SPD, Beridahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan SPP kepada PA/KPA rnelalui PPK-SKPD. 
(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); 
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); 
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); 
d. SPP Tambah Uang Nihil (SPP-TU Nihil); 
e. SPP Ganti Uang Nihil (SPP-GU Nihil); dan 
f. SPP Langsung (SPP-LS). 

. ~ 

uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/unit kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran 
mencakup: 
a. Buku Kas Umum (BKU); 
b. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti : 

1. Buku Pembantu Kas Tonai; 
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank; 
3. Buku Pembantu Panjar (disiapkan manual oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu); 
4. Buku Pembantu Pajak; 
5. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. 

(3) Buku-buku yang digunakan selain Buku Kas Umum dapat 
dikerjakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu 
Bendahara Pengeluaran Pembantu . 



Pasal55 
(1) Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau 

kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan 
uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk 
kegiatan yang lain, rnaka Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU. 

(2) Ketentuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan; 
b. tambahan uang digunakan untuk kebutuhan l (satu) bulan dan 

tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut 
ketentuan berlaku harus diba,yarkan dengan SPP-LS; 

c. diajukan maksimal 4 (empat) kegiatan yang bersifat mendesak 
atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera dilaksanakan; 

d. dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai 
dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat 
dilakukan melalui mekanisme tambah uang; 

e. jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU 101 harus 
dipertanggungjawabkan tersendiri melalui SPP-TU Nihil; 

I, dalam hal tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan kembali ke 
rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng Cabang 
Pekalongan sesuai dengan rekening belanja; 

g. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang 
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Pasal54 
Pelaksanaan pembayaran dengan beban Uang Persediaan harus 
dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain: 
a. setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode 

rekening anggaran yang disediakan dalam DPA; 
b. setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah; 
c. pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa paling 
banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), baik 
untuk Belanja Barang/ Jasa maupun Belanja Modal, kecuali untuk 
belanjajasa konsultansi harus menggunakan mekanisme SPP-LS; 

d. dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai 
perpajakan. 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
d. pengajuao SPP-UP belum membebani kode rekening anggaran 

yang tersedia dalam DPA-SKPD; dan 
e. pengisian kembali uang persediaan hanya dapat dilakukan 

apabila telah dipergunakan sekurang-kurangnya 25% dari uang 
persediaan yang diterima, dengan mengajukan SPP-GU dilampiri 
dengan pengesahan bukti pengeluaran. 
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Pasal58 
(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP- 

LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. 
(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran 

langsung kepada penyedia barang/ jasa berdasarkan tanda bukti 
perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
pengadaan barang/ jasa Pemerintah. 

Pasal 57 
(1) Atas dasar permohonan PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pernbantu mengajukan SPP-LS Barang/Jasa kepada 
PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(2) Ketentuan Permintaan Pembayaran melalui pembebanan langsung 
(LS): 
a. pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai di 

atas Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh limajuta rupiah); 
b. belanja tidak langsung; 
c. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 56 
(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

Pegawai, Tambahan Penghasilan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Gaji dan Tunjungan Walikota dan Wak.il 
Walikota, Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta 
belanja penerimaan lainnya Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, kepada PA melalui PPK-SKPD. 

(2) Pembayaran kenaikan gaji berkala hanya dapat dibayarkan dalam 
kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung SK kenaikan gaji berkala 
ditetapkan. 

(3) Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Walikota, Wakil 
Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD segera disetor ke Rekening 
Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan nomor 
1-007 -00009-1, dan bukti setornya disampaikan kepada Sadan 
Keuangan Daerah. 

sebagaimana dimaksud huruf f, dikecualikan untuk kegiatan 
yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang 
mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang 
diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA atau KPA; dan 

h. pengecualian sebagaimana huruf g PA/KPA harus 
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan 
Daerah melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 
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Pasal 59 
(1) PA/KPA meneliti kelengkapan dokurnen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 

SPP-TU Nihil, SPP-GU Nihil dan SPP-LS yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
melakukan verifikasi atas pengajuan permintaan pernbayaran 
terse but. 

(2) Penelitian kelengkapan dan verifikasi dokumen SPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

(3) Kelengkapan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA. 

(4) Kelengkapan dokumen SPP-GU/TU Nihil/GU Nihil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA; 
b. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan 

bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan 
c. bukti atas penyetoran PPN/PPh. 

(5) Kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah surat pemyataan PA/KPA dan rincian rencana penggunaan 
dana. 

(6) Kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
rnencakup: 
a. surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA; dan 
b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan 

persyaratan kelengkapan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Verifikasi kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan: 
a. memeriksa kebenaran substansi belanja, perhitungan jumlah 

belanja, dan perhitungan pengenaan pajak pada bukti 
pengeluaran; 

b. memeriksa pembebanan belanja pada rekening belanja dan 
kegiatan yang sesuai dengan DPA-SKPD; 

c. memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan 
huruf; dan 

d. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh 
terdapat cacat dalam penulisan. 

(8) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan hasil verifikasi terdapat 
ketidaksesuaian, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP kepada 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
dilengkapi, paling larnbat l (satu) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya pengajuan SPP. 

(9) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan ayat (6) huruf b harus mendapat pengcsahan dari 
PA/KPA. 

(10) Bukti pengeluaran yang ·1engkap sebagaimana dimaksud pada ayat 

Paragraf2 
Penerbitan SPM 
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pad a Bcndahara 
setinggi-tingginya Rp. 

Pasal 64 
Jumlah uang tunai yang mengendap 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
20.000.000,00 (Dua puluhjuta rupiah). 

Pasal 63 
(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada PT. Bank 

Jateng Cabang Pekalongan. 
(2) Kuasa BUD memerintahkan kepada PT. Bank Jateng Cabang 

Pekalongan untuk memotong dan menyetorkan potongan BPJS, 
Taspen, Taperum dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), PPh Gaji, 
PPN dan ?Ph pihak ketiga ke Rekening Kas Negara. 

Pasal 62 
(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh 

PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan 
mernenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang 
undangan. 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-TU Nihil, 
SPM GU-Nihil dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 59 ayat (3), ayat (4), 
ayat (5) dan ayat (6). 

(3) Dalam ha! dokumen SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling 
lama 2 (dua) hari kerja sejak diterirnanya pengajuan SPM. 

(4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah dan/ atau pengeluaran 
tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak 
menerbitkan SP2D. 

Paragraf 3 
Pencairan Dana 

Pasal 61 
(1) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

diajukan kepada Badan Keuangan Daerah lewat Bidang 
Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk proses penerbitan SP2D. 

(2) PA/KPA dilarang menerbitkan SPM setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 60 
(1) PPK-SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh PA/KPA. 
(2) PA/KPA menerbitkan SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan Jengkap dan sah. 

(4) huruf b dan ayat (6) huruf b harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



Pasal67 
Panjar/uang muka kerja yang diberikan kepada Pembantu Bendahara 
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Pasal 66 
(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 65 ayat {2) huruf a dilaksanakan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada saat pengajuan 
SPP-GU dan untuk pertanggungjawaban penggunaan UP pada akhir 
tahun dilaksanakan pada saat pengajuan SPP-GU Nihil. 

{2) Pertanggungjawaban penggunaan TU sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 65 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu jika pengajuan TU 
yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai 
suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 
SP2D TU diterbitkan melalui pengajuan SPP-TU Nihil. 

(3) Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 65 ayat (2) huruf c berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 
anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini 
merupakan penggabungan SPJ Bendahara Pengeluaran dengan SPJ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dibuat oleh Bendahara 
Pengeluaran dan disampaikan kepada PA paling lambat tanggal 7 
(tujuh) bulan berikutnya. 

(4) Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 
65 ayat (2) huruf d berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang 
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran 
baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan 
penggabungan SPJ Bendahara Pengeluaran dengan SPJ Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(5) Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional 
dan 'Tambah Uang, penerbitan SP2D-GU berikutnya ditunda. 

Pasal 65 
(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang 
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD/kepala 
unit kerja dan kepada PPKD selaku BUD melalui PPK-SKPD. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pertanggungjawaban penggunaan UP; 
b. Pertanggungjawaban penggunaan TU; 
c. Pertanggungjawaban administratif; dan 
d. Pertanggungjawaban fungsional. 

Paragraf 4 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 
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Pasal 70 
(1) PA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(2) KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
sekurang-kurangnya l (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalarn berita acara pemeriksaan kas. 

a. buku kas umum; 
b. buku pajak PPN/PPh; dan 
c. bukti pengeluaran yang sah. 

(4) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

( l) Bendahara Pengeluaran 
penatausahaan terhadap 
tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran 
paling lambat tanggal 5 [lirna] bulan berikutnya. 

(3) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup : 

Pembantu wajib menyelenggarakan 
seluruh pengeluaran yang menjadi 

Pasal 69 

Pasal 68 
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang 
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, PPK-SKPD berkewajiban: 
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek; 
c. meneliti pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian 

objek; clan 
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 

periode sebelumnya. 

Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 
dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu maksimal 2 (dua) minggu setelah panjar/ uang 
muka kerja diterima. 
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Pasal 74 
(1) PPK-SKPKD menyiapkan SPM-LS dan SPM-TU untuk ditandatangani 

oleh PPKD. 
(2) PPKD menerbitkan SPM-LS dan SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan 
lengkap dan sah. 

(3) Jika dokumen SPP-LS dan SPM-TU dinyatakan tidak lengkap 
dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPKD menolak untuk menerbitkan 
SPM-LS dan SPM-TU, dan selanjutnya mengemba!ikan SPP-LS dan 
SPP-TU paling Jambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
pengajuan SPP kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk 
dilengkapi dan diperbaiki. 

Paragraf 2 
Penerbitan SPM 

Pasal 73 
Pengajuan SPP yang dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPKD, rneliputi 
SPP untuk belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja 
tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 72 
Bendahara Pengeluaran SKPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan 
dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran SKPKD dalam 
rangka pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya. 

Paragraf 1 
Pennintaan Pembayaran 

Bagian Kelima 
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran SKPKD 

Pasal 71 
(1) Bendahara Penerimaan SKPKD wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara Penerimaan SKPKD wajib mempertanggungjawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala 
Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan 
PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dilampiri 
dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. 

Bagian Keempat 
Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPKD 
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c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), SKPD dan SKPKD menyusun laporan 
keuangan yang meliputi: 

Pasal 76 
(1) Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan, serta SKPD dan 

SKPKD sebagai Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan Daerah. 

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya 
meliputi: 
a. prosedur akuntansi peneriman kas; 
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; 
c. prosedur akuntansi aset tetap/barang rnilik daerah; dan 
d. prosedur akuntansi selain kas, 

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota Pekalongan menyusun 
laporan keuangan yang meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Bagian Kesatu 
Sistem Akuntansi 

BABV 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 75 
(1) Atas pengajuan SPM PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling 

lama 2 (dua] hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. 
(2) Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah 

dan/ atau pengeluaran terse but melampaui pagu anggaran, Kuasa 
BUD menolak menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. 

(3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan diserahkan kepada PT. Bank 
Jateng Cabang Pekalongan. 

Paragraf 3 
Pencairan Dana 



Pasal 80 
( 1) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyusun laporan realisasi 

triwulanan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan SKPKD 
sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 
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Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Triwulanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja 

BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN APBD 

Pasal79 
(1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan rnenyusun laporan 

keuangan Pemerintah Daerah. 
(2) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD sebagai entitas a.kuntansi menyusun 

laporan keuangan SKPD dan SKPKD, dan disampaikan kepada PPKD 
untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

Pasal 78 
(1) Kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
(2) Ikhtisar kebija.kan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun 

anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun 
anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 
Kebija.kan Akuntansi 

Pasal 77 
(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilakukan oleh PPKD. 
(2) Sistem Akuntansi SKPKD dilaksanakan oleh PPK-SKPKD. 
(3) Sistern Akuntansi SKPD dila.ksanakan oleh PPK-SKPD. 
(4) PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) mengkoordinasikan 

pela.ksanaan sistern dan prosedur penatausahaan Bendahara 
Penerimaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Pengurus 
Barang Pengelola. 

(5) PPK-SKPD sebagaimana dima.ksud ayat (3) mengkoordinasikan 
pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan Bendahara 
Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengurus 
Barang Pengguna. 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 
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Pasal 82 
(1) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyusun laporan realisasi 

semester pertama disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya . 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK 
SKPD dan disampaikan kepada PA untuk ditetapkan sebagai Japoran 
realisasi semester pertama APBD SKPD serta prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
semester pertarna tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK 
SKPKD dan disarnpaikan kepada PPKD untuk ditetapkan sebagai 
laporan realisasi semester pertama APBD SKPKD serta prognosis 
untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah semester pertarnatahun anggaran berkenaan berakhir. 

(4) PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD SKPD 
serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD 
sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD 
paling lama 10 (sepuluh). hari kerja setelah semester pertama tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

Bagian Kedua 
Laporan Realisasi Semester Pertama Pelaksanaan APBD 

Keuangan. 

realisasi 
Menteri 

(1) Badan Keuangan Daerah menyusun rea!isasi triwulanan APBD 
dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi triwulanan 
APBD SKPD dan SKPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan 
berkenaan berakhir. 

(2) Badan Keuangan Daerah menyampaikan Laporan 
triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada 

Pasal 81 

jawabnya. 
(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan 

oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada PA untuk ditetapkan 
sebagai laporan realisasi triwulanan APBD SKPD paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. 

(3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan 
oleh PPK-SKPKD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditetapkan 
sebagai laporan realisasi triwulanan APBD SKPKD paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. 

(4) PA menyampaikan laporan realisasi triwulanan APBD SKPD kepada 
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi triwulanan APBD 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan 
berakhir. 



Pasal 86 
(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menyusun laporan 
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Pasal 85 
(1) PPK-SKPD dan PPK-SKPKD menyiapkan Japoran keuangan SK.PD dan 

SKPKD tahun. anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala 
SKPD dan Kepala SKPKD untuk ditetapkan sebagai laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan SKPKD. 

(2) Laporan keuangan SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan 
Keuangan Daerah selaku PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh 
PA sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh 
PPKD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPKD 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

(5) Laporan keuangan SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 
e. catatan atas laporan keuangan. 

(6) Laporan keuangan SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD dan kepala 
SKPKD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang 
memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Laporan Tahunan 

Pasal 84 
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disampaikan 
kepada DPRD dan Menteri Keuangan paling Jambat akhir bulan Juli 
tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 83 
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disampaikan 
kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran 
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 
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Pasal 89 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 41 
To.hun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota 
Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 42), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 88 
(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan dan telah diundangkan dalam Lernbaran Daerah. 

Pasal 87 
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) 

disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
untuk dilakukan perneriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(2) Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan 
keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka 
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan 
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

(5) Laporan keuangan pernerintahan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar kinerja dan laporan 
keuangan BUMD / perusahaan daerah. 
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BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 11 

SRI RUMININGSJH 

SEKRETARIS DAERAH, 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 30 Maret 2017 

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID 

ttd 

WALJKOTA PEKALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 30 Maret 2017 

Pasal 90 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pekalongan. 
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